
 
 
 

 
BUPATI PASURUAN 

PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI PASURUAN 
NOMOR 2 TAHUN 2016 

TENTANG 

TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI KETUA DAN WAKIL KETUA SERTA ANGGOTA 
DEWAN PERWAKILAN  RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 
BUPATI PASURUAN, 

 
a. bahwa berdasarkan Surat Ketua DPRD Kabupaten 

Pasuruan tanggal 15 Desember 2015 Nomor : 173/1969.a/ 
424.040/2015 Hal usulan Penyesuaian Tunjangan 
Perumahan bagi Pimpinan  dan Anggota DPRD Kabupaten 
Pasuruan serta mendasari laporan  Penilaian Kajian 
Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota  DPRD Kabupaten 
Pasuruan oleh KJPP Satria  Iskandar Setiawan dan rekan, 
Jakarta, 19  Nopember  2015  Nomor : R­KAJIAN/SISCO­
JKT/KP/SET/19115.01 diperlukan penyesuaian terhadap 
tunjangan perumahan bagi Ketua dan Wakil ketua serta 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Pasuruan; 

b. bahwa Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 25 Tahun 2010 
tentang Tunjangan Perumahan Bagi Wakil Ketua dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Pasuruan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan 
sosial ekonomi masyarakat sehingga perlu diganti; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b dan sebagai  tindak  lanjut 
ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 
15 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan 
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 
Tahun 2007 serta dalam rangka meningkatkan  kelancaran  
tugas dan kinerja Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten  Pasuruan,  maka  perlu 
menetapkan Peraturan  Bupati  tentang  Tunjangan 
Perumahan bagi Ketua dan Wakil Ketua serta Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan. 

 

Menimbang : 
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1. Undang­Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita 
Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah  
dengan Undang­Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2730); 

2. Undang­Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287); 

3. Undang­Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaga Negara 
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007; 

5. Undang­Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang­undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

6. Undang­Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang­Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang­Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 4201, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Tahun 2000 Nomor 3202, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4022); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan  Keuangan Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

Mengingat    : 
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10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 15 Tahun 
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Pasuruan (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pasuruan Tahun 2004 Nomor 30, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 176) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan  Peraturan 
Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2007 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Pasuruan Nomor  15 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan. 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN 

BAGI KETUA DAN WAKIL KETUA SERTA ANGGOTA DEWAN 
PERWAKILAN  RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN 

Pasal 1 

Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan Tunjangan Perumahan bagi Ketua dan 
Wakil Ketua serta Anggota DPRD Kabupaten Pasuruan. 

Pasal 2 

Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan sebagai 
berikut : 

a. Tunjangan untuk  Ketua DPRD  sebesar Rp 12.500.000,00 (dua belas juta 
lima ratus ribu rupiah) / bulan; 

b. Tunjangan untuk Wakil Ketua DPRD sebesar Rp 11.500.000,00 (sebelas juta 
lima ratus ribu rupiah) / bulan; 

c. Tunjangan untuk Anggota DPRD sebesar Rp 9.100.000,00 (sembilan juta 
seratus ribu rupiah) / bulan. 

Pasal 3 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pasuruan 
Nomor 25 Tahun 2010 tentang Tunjangan Perumahan Bagi Wakil Ketua dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan (Berita Daerah 
Kabupaten Pasuruan Tahun 2010 Nomor 25) dicabut dan diyatakan tidak 
berlaku. 
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Pasal 4 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan diberlakukan surut 
terhitung sejak tanggal 1 Januari 2016. 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan. 
 
 

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 5 Januari 2016 

BUPATI PASURUAN, 

                  ttd. 

M. IRSYAD YUSUF 
Diundangkan di Pasuruan 
pada tanggal 5 Januari 2016 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PASURUAN, 

           ttd. 

AGUS SUTIADJI 
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2016 NOMOR 2 
 


